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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Bojonegoro merupakan instansi yang memiliki peran dan fungsi 

strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota 

Bojonegoro. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu adalah menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal 

dan bidang pelayanan terpadu satu pintu. 

Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Bojonegoro dituntut dapat memberikan 

pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan. DPMPTSP 

Bojonegoro memiliki beberapa bagian dalam struktur organisasinya yang 

tiap bagiannya memiliki peranan dan fungsi masing-masing dalam upaya 

memberikan pelayanan yang akurat. 

Salah satu pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap besarnya 

penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak 

yang dikenakankepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib 

pajak. Pajak Penghasilan selalu dikenakan kepada orang pribadi atau badan 

hukum yang memperoleh penghasilan di Indonesia. 

Aktivitas Perpajakan yang wajib dilakukan DPMPTSP Kota Bojonegoro 

yaitu mencakup perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak 
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terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

merupakan mengatur tentang penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan 

pembayaran lainnya, apapun nama atau bentuknya, yang berkaitan dengan 

pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi 

dalam negeri. Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Bojonegoro wajib membayar 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan atas gaji karyawan atau pegawai. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Bojonegoro menggunakan Sistem Perpajakan With Holding System. Sistem 

Perpajakan With Holding System adalahsistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pajak penghasilan atas tunjangan yang 

berhubungan dengan pekerjaan untuk gaji, upah, tunjangan, pensiun, 

kegiatan dan imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atas jasa dipungut 

melalui sistem pemotongan (With Holding System) pada saat penghasilan itu 

dibayarkan. Sehingga DPMPTSP Kota Bojonegoro mewajibkan untuk 

melakukan pemotongan, perhitungan dan penyetoran pajak serta pelaporan 

kembali SPT PPh Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku.  

Dalam kaitan inilah penulis menyajikan Tugas Akhir ini sebagai 

pembelajaran untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan pph 

pasal 21 (pajak karyawan) di DPMPTSP Kota Bojonegoro serta pengenalan 

terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sangat erat hubungannya dengan 

Badan Usaha maupun masyarakat, maka dari itu penulis membuat judul 
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“MEKANISME PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 

(PAJAK KARYAWAN) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOJONEGORO”. 

 

1.2Tujuan Studi Lapang 

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka tujuan dari studi lapang 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pajak 

Karyawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Bojonegoro dengan ketetapan peraturan perpajakan yang 

berlaku. 

2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pajak 

Karyawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Bojonegoro. 

3. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pajak 

Karyawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Bojonegoro dengan ketetapan peraturan perpajakan yang 

berlaku. 

 

1.3Manfaat Studi Lapang 

Adapun Manfaat studi lapang yang didapatkan bagi wajib pajak, bagi 

DPMPTSP, bagi penulis serta bagi STIESIA yakni sebagai berikut : 
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1. Bagi Wajib Pajak 

Hasil dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi kepada wajib 

pajak tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, Maka dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. 

2. Bagi DPMPTSP 

Hasil dari penelitian ini yaitu juga dapat dijadikan sumber informasi bagi 

lembaga perusahaan dalam peningkatan kepatuhan pembayaran pajak 

penghasilan pasal 21. 

3. Bagi Penulis 

Bagi Penulis yaitu dapat menambah ilmu, wawasan, serta pemahaman 

tentang mekanisme pelaksanaan pemotongan pph 21 untuk karyawan di 

DPMPTSP Kota Bojonegoro. 

4. Bagi STIESIA 

Untuk menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 

menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan di 

lingkungan perusahaan serta mengetahui atau menilai kemampuan 

mahasiswa dalam menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di 

masa kuliah. 

 

1.4Ruang Lingkup Studi Lapang 

Agar penelitian ini tidak melebar dan mengarah pada hasil yang jelas, 

maka peneliti hanya fokus pada mekanisme pelaksanaan pemotongan pajak 
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penghasilan 21 untuk karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro. 

 

1.5Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data mempunyai penjelasan tentang cara atau 

teknik dalam mengumpulkan data selama kegiatan studi lapang yaitu 

Observasi, Dokumentasi dan Wawancara yakni sebagai berikut : 

1. Observasi : Suatu kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan 

data secara akurat dan benar yang melalui tahapan-tahapan 

mengamati secara langsung terhadap obyek yang diteliti oleh penulis 

dalam pelaksanaan observasi di lapangan. 

2. Dokumentasi : Teknik pengumpulan data dengan mengambil 

dokumen atau data-data informasi yang ada pada suatu perusahaan 

yang digunakan penulis dengan tujuan untuk penarikan kesimpulan 

supaya memperoleh informasi yang tepat dan akurat dengan mudah. 

3. Wawancara : Metode pengumpulan data yang dilakukan secara lisan 

antara dua orang yaitu peneliti dan narasumber. Metode ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi yang jelas dan relevan. 

 


